SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR : 188/171/KEP/413.013/2020

TENTANG

PEMBERIAN DISPENSASI PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK
HIBURAN, PAJAK PARKIR, PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SERTA

Menimbang

Mengingat

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

a.

BUPATI LAMONGAN,

bahwa dalam rangka mengurangi beban
masyarakat sebagai dampak pandemi penyakit
Corona Virus Disease 2019, perlu memberikan
dispensasi fiskal berupa pengurangan,
pembebasan dan penundaan jatuh tempo pajak;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu memberikan Dispensasi
Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak
Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam

Keputusan Bupati.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan
dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah
Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



-

1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
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2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor
12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor
12) sebagaimana diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan
Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2016 Nomor 13);

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 16.1 Tahun
2019 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan,
Pengurangan  Ketetapan, pembebasan  dan
Penghapusan atau Pengurangan Sanksi
Administrasi Pajak Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 16.1)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Lamongan Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Lamongan
Nomor 16.1 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan,
pembebasan dan Penghapusan atau Pengurangan
Sanksi Administrasi Pajak Daerah (Berita Daerah

Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Memberikan Dispensasi Pajak Hotel, Pajak Restoran,

Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan

Bangunan serta Pajak Mineral Bukan Logam dan

Batuan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pengurangan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak
Parkir, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan sebesar 40% (empat puluh persen) untuk

masa pajak bulan April sampai dengan bulan
Juni 2020;
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b. pembebasan Pajak Hiburan untuk masa pajak

bulan April sampai dengan bulan Juni 2020;
penundaan jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi
dan Bangunan sampai dengan tanggal 30
September 2020;

d. pembebasan denda keterlambatan pembayaran
pajak daerah dan retribusi daerah untuk masa
pajak bulan April sampai dengan bulan Juni
2020.

KEDUA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 3 April 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;

3. Sdr. Kepala

Keuangan

Badan Pengelolaan
dan Aset Daerah

Kabupaten Lamongan,;

4. Sdr.Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

f

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001




